
c. bahwa program kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan 
Pemberdayaan Ekomoni melalui Ekspor Ikan dari Biak ke 
beberapa negara tujuan perlu didukung dengan pembiayaan 
melalui penyesuaian perbubahan atas Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b clan huruf c di atas perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021. 

Mengingat, . 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07 /2021 tentang tatacara 
penundaan dan/ atau pemotongan dana Perimbangan 
terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.; 

b. bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah 
dimaksud pengunaanya tidak sesuai dengan petunjuk teknis 
tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan 
penyesuaian atas penggunaan dana Tranfer dimasksud 
dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dengan 
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 
dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BIAK NUMFOR, 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 
NOMOR 20 TAHUN 2021 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021 

BUPATI BIAK NUMFOR 
PROVINS! PAPUA 



9. Undang-undang , . 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Irain Barat dan Kabupaten 
Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Thaun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) ; 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) ; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3988); 
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15. Peraturan Pemerintah , . 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Numor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Keplaa Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028) ; 
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24. Peraturan Presiden, ....... 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Dearah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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33. Peraturan Menteri , . 

24. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi 
Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 60) ; 

25. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
266); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah, (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157) ; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754 ); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Tanggungjawab Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1067); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
Untuk Kegiatan Tertentu, Dan Penggunaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888 ); 
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3. Ketentuan Lampiran, . 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak 
Numfor Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 
Nomor 3) diubah, sebagai berikut: 
1. Ketentuan Lampiran I, Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran II, Penjabaran APBD diubah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 3 TAHUN 
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 2021. 

Menetapkan 

33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 
tenatnag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 
Nomor 4); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor 
Tahun 2019 Nomor 1). 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019- 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 
2020 Nomor 1) ; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1); 

38. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3) 
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~ 
SEMUEL RUMAIKEUW, SH 
NIP. 19730508 200112 1 004 

--· ~ 

MARKUSO.MANSNEMBRA 

CAP/TTD 

Diundangkan di : Biak 
pada tanggal : 29 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BIAK NUMFOR 

CAP/TTD 
HERRY ARIO NAAP 

Ditetapkan di : Biak 
pada tanggal : 29 April 2021 
BUPATI BIAK NUMFOR 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 2 

3. Ketentuan Lampiran VIII, Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inf. 
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